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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN  

  Setelah melakukan penelitian Analisis Penataan Sumber Daya 

Manusia Aparatur di Sekretariat DPR Daerah Provinsi Papua, sesuai hasil 

penelitian yang telah diuraikan pada Bab 4 terdahulu maka dapat ditarik 

kesimpulan dan saran tentang mekanisme perekrutan PNS, penempatan 

pegawai pada jabatan struktural dan fungsional serta peningkatan kinerja 

dan prestasi kerja pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Papua, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut: 

1. Mekanisme perekrutan PNS di Sekretariat DPR Daerah Provinsi Papua 

dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang ada di Papua 

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua. 

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2013 yang 

merupakan perubahan kedua terhadap PP Nomor 98 Tahun 2000 dan 

keputusan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Revormasi 

Birokrasi (KemenPAN RB) yang mengatur tentang rekrutmen dan 

seleksi (Pengadaan) Calon Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat pembina 

kepegawaian. Perekrutan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kuota 

formasi yang diberikan oleh Kementerian PAN RB yang dalam tahapan 

proses rekrutmen dilakukan dengan tahapan seleksi administrasi dan 

seleksi kompetensi. Walaupun mekanisme perekrutan telah dilakukan 
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sesuai aturan namum tidak semua kebjiakan dapat berjalan dengan baik 

karena harus mempertimbangkan tingkat kompetensi dasar SDM seperti 

tingkat pendidikan dan pertimbangan lain mengenai pengangkatan 

honorer yang bekerja sekian lama di Sekretariat DPR Daerah Provinsi 

Papua. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan perekrutan 

adalah: 

 Jumlah kuota SDM yang dibutuhkan tidak sesuai dengan jumlah 

kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.  

 Rendahnya pendidikan PNS yang masih kurang dan tidak 

sesuainya latar belakang pendidikan dengan bidang pekerjaan yang 

akan dikerjakan.  

 Proses rekrutmen tidak berdasarkan penilaian kompetensi dasar  

 Namun tidak semua kebijakan berjalan sesuai aturan maksudnya ketika 

rekrutmen kita harus mempertimbangkan tingkat kompetensi dasar 

SDM yang kita akan rekrut salah satu tingkat pendidikan, misalnya di 

salah satu kabupaten/kota tingkat pendidikannya rata-rata SMA, maka 

kita tidak akan memaksa untuk merekrut SDM yang tingkat 

pendidikannya S1 lebih banyak karena akan menimbulkan 

kecemburuan sosial, kalau dilihat dari kondisi papua saat ini. Itu 

mengenai pertimbangan tingkat pendidikan, ada lagi pertimbangan 

mengenai pengangkatan Honorer yang sudah lama bekerja di salah satu 

instansi, kita tidak mungkin mengangkat yang baru lagi, nanti akan ada 

pergeseran-pergeseran diantara para pegawai seperti itu atas dasar 
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pertimbangan-pertimbangan seperti inilah sampai saat ini kami belum 

dapat melakukan perekrutan yang sesuai dengan prosedur masih banyak 

kekurangan yang perlu dibenahi.  

2. Penempatan pegawai pada jabatan struktural melalui promosi dan 

mutasi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, 

Sumber Daya Manusia Aparatur dilihat dari aspek penempatan pegawai 

yaitu melalui promosi dan mutasi. Tahapan penempatan pegawai 

dilakukan hanya berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada saat 

pegawai tersebut mendaftar untuk menjadi pegawai, dan berdasarkan 

keputusan pimpinan instansi dimana pegawai itu diterima sebagai 

pegawai negeri sipil. Sesuai dengan ketentuanUndang-Undang Nomor 

05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara proses penempatan 

pegawai dalam jabatan struktural dilakukan melalui promosi, mutasi 

dan demosi yang dinilai berdasarkan hasil penilain kinerja dan prestasi, 

senioritas, pengalaman dan kompetensi. Permasalahan yang muncul 

pada proses penempatan pegawai dalam jabatan di Sekretariat DPR 

Daerah Provinsi Papua adalah belum memperhatikan kinerja dan 

prestasi kerja pegawai sebagai penilaian sehingga pada tahapan 

pelaksanaan penempatan berdasarkan hasil penilaian kinerja dan 

prestasi, belum dapat diterapkan secara merata di setiap SKPD-SKPD 

yang ada di Papua termasuk Sekretariat DPR Daerah Provinsi Papua 

sehingga belum ada standard penempatan pegawai dalam jabatan yang 

sesuai dengan kebutuhan serta penataaan pegawai juga tidak sesuai 
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dengan hasil analisis kubutuhan dan analisis jabatan sehingga sangat 

memungkinkan tahap penempatan pegawai tidak sesuai dengan tugas 

jabatan dan beban tugas dalam pemenuhan kebutuhan SDM di 

Sekretariat DPR Daerah Provinsi Papua.  

3. Penempatan pegawai pada jabatan fungsional melalui promosi dan 

mutasi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua 

yaitu melalui tahapan ujian penyesuaian jabatan, ujian kompetensi 

berdasarkan rekomendasi kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Revormasi Birokrasi (KemenPan RB). Sebagai contoh seorang 

yang mau promosi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional ahli 

harus mengikuti ujian kompetensi yang tentunya dengan melalui 

tahapan-tahapan yang sangat sulit. “Untuk pejabat fungsional ahli yang 

proses pengangkatannya langsung melalui perekrutan CPNS yang 

mendaftar secara langsung sesuai jabatan fungsional ahli belum ada, 

namun ada beberapa pegawai struktural yang saat ini sedang 

mengusulkan untuk mutasi jabatan dari struktural ke jabatan fungsional 

namun masih dalam tahap pengusulan belum penetapan. “Jadi saat ini 

kami belum ada pejabat fungsional ahli, sehingga kami belum dapat 

menempatkan pegawainya sesuai dengan Jabatan ataupun profesi 

melainkan sesuai keputusan atasan jadi siapa yang diusulkan oleh 

Pimpinan, dialah yang di angkat dan ditempatkan pada jabatan 

tersebut”.  
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4. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur dilihat dari aspek 

peningkatan kinerja dan prestasi kerja pegawai di Sekretariat DPR 

Daerah Provinsi Papua belum dapat diukur karena belum ada standard 

ukuran atau dasar hukum yang dibuat. Dengan adanya Undang-Undang 

Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara sudah diatur tentang 

peningkatan kinerja dan prestasi kerja akan tetapi penentuan 

pelaksanaannya belum diterapkan di setiap Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) di Papua, karena situasi dan kondisi sangat berbeda 

mulai dari aspek Sumber daya manusia Aparatur (SDMA) nya. SDM 

Aparatur di Papua masih sangat kurang dinilai dari tingkat pendidikan 

dan pengetahuan. Kalau dinilai bersadarkan kinerja dan prestasi akan 

ada kecemburuan social terkait dengan masalah SDMA yang 

berbenturan dengan Undang-Undang Otsus (Otonomi Khusus Papua) 

tentang pemberdayaan putra daerah juga dengan Undang-Undang 

Nomor 23 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa kepala 

daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian yang menentukan atas 

pertimbangan dari Tim Baperjagat. Dalam Undang-Undang ASN sudah 

tidak ada tim baperjagat tetapi diganti dengan tim seleksi. Tim seleksi 

mengajukan kepada kepala daerah setelah itu pimpinan daerah yang 

menentukan. Jadi penilaian kinerja hanya berdasarkan disiplin masuk 

kantor, sedangkan prestasi pegawai belum dapat diukur. Pegawai di 

Sekretariat DPR Daerah Provinsi Papua masih bekerja secara bersama-

sama, jadistandard kinerja dan prestasi kerja di masing-masing SKPD 
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dilingkungan Pemerintahan Provinsi Papua belum dapat diukur secara 

pasti. Artinya dari keseluruhan SKPD ada yang memperhatikan 

penilaian kinerja prestasi ada juga yang tidak.   

 

B. SARAN 

  Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Perlu ditetapkannya penambahan kuota SDM bagi Pemerintah provinsi 

Papua sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua serta melakukan 

pelatihan dasar bagi Calon Pegawai Negeri (CPNS) untuk 

meningkatkan kompetensi dasar. Untuk mengetahui  jumlah kebutuhan 

pegawai disetiap unit kerjanya, perlu dilakukan analisis beban kerja, 

sehingga dapat dijadikan dasar ketika mengajukan perencanaan 

penerimaan PNS dalam jabatan struktural maupun fungsional.  

2. Perlu mempertimbangkan tahapan-tahapan dalam proses perekrutan 

pegawai disesuikan dengan hasil analisis kebutuhan masing-masing 

instansi sehingga penerimaan pegawai kedepannya dapat disesuaikan 

dengan penilaian kompetensi dan jabatan, mempercepat proses 

transfer/mutasi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional serta 

menerapkan standar yang pasti / khusus pada penempatan pegawai 

dalam jabatan sesuai dengan kebutuhan serta penataan pegawai sesuai 

dengan analisis kebutuhan dan analisis jabatan. 



 
 

249 
  

3. Perlu adanya penetapan standard kompetensi yang jelas pada masing-

masing SKPD dalam proses penempatan pegawawai yang mengacu 

pada standard baku penempatan pegawai negeri sipil sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penempatan pegawai 

dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional harus disesuaikan 

dengan syarat jabatan yang telah tertulis dalam analis jabatan yang 

mempertimbangkan aspek kinerja dan prestasi, senioritas dalam 

kepangkatan maupun masa kerja, pengalaman dalam jabatan maupun 

pendidikan dan pelatihan juga kompetensi pegawai. Penempatan 

pegawai dalam jabatan melalui promosi harus jelas penilaian kinerja 

pegawai dengan demikian dapat menimbulkan rasa tanggungjawab bagi 

pegawai untuk meningkatkan kinerja dan prestasi kerja didalam 

organisasi pemerintah.  

4. Hendaknya memberikan pekerjaan kepada pegawai sesuai dengan 

tupoksi jabatan fungsional umum, jika ada tugas tambahan agar 

dilengkapi dengan surat tugas sehingga tertib saat pengisian sasaran 

kinerja pegawai.  

Sebaiknya dilakukan rotasi pegawai untuk penyegaran dan menambah 

pengalaman kerja karena PNS tersebut telah bekerja belasan tahun 

diunit yang sama, serta melakukan redistribusi pegawai jika terjadi 

kelebihan atau kekurangan pegawai. Serta dapat memberikan Diklat 

pada pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Papua. 
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5. Memberikan rekomendasi berupa beasiswa pendidikan kepada 

pegawai yang perpendidikan rendah untuk melanjutkan kuliah 

diperguruan tinggi, salah satunya di Polikteknik STIA LAN Jakarta. 
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